
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
BUPATI MAJALENGKA 

PROVINSI JAWA BARAT 
 

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA 

NOMOR 83 TAHUN 2025 
TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2025 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MAJALENGKA, 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan 
Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2026 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang 

Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 7153);       

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan  Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 6575); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,  

Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 
5165); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Menteri Dalam   Negeri   Nomor   64  Tahun 
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 1425); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 1781);  

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 

2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 

Nomor 648); 
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Majalengka Nomor 1); 
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 

Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 
Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Majalengka Tahun 2024  Nomor 7); 
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 

Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 
Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Majalengka Tahun 2025 Nomor 3); 
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 

Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Majalengka Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Majalengka Tahun 2026 Nomor 2); 
16. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 27 Tahun 2024 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran Tahun 2025 (Berita Daerah 
Kabupaten Majalengka Tahun 2024 Nomor 27) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 



- 3 - 
 

dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 89 Tahun 
2025 tentang Penjabaran Perubahan atas Peraturan 

Bupati Majalengka Nomor 27 Tahun 2024 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten 

Majalengka Tahun 2025 Nomor 89; 
 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2025.                                 

                                                                                                                        
Pasal 1 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 terdiri 

atas: 
a. Pendapatan 

1. Pendapatan Asli Daerah                         
2. Pendapatan Transfer    
3. Lain-lain Pendapatan yang 

   Sah                                              

Rp721.515.983.016,79 
Rp2.448.132.476.676,00 
                           Rp0,00 

         Jumlah Pendapatan Rp3.169.648.459.692,79 
b. Belanja 

1. Belanja Operasi 
a) Belanja Pegawai 

b) Belanja Barang 
c) Belanja Bunga 
d) Belanja Subsidi 

e) Belanja Hibah 
f) Belanja Bantuan Sosial 

Jumlah Belanja Operasi 

 
Rp1.363.396.171.127,00 

Rp915.596.137.376,00 
Rp0,00 
Rp0,00 

Rp54.973.804.107,00 
Rp2.250.000.000,00 

Rp2.336.216.112.610,00 
2. Belanja Modal 

a) Belanja Tanah 

b) Belanja Peralatan dan 
Mesin 

c) Belanja Gedung dan 

Bangunan 
d) Belanja Jalan, Irigasi, dan 

Jaringan 
e) Belanja Aset Tetap Lainnya 
f) Belanja Aset Lainnya 

Jumlah Belanja Modal 

 
Rp1.774.137.631,00  

Rp71.796.227.642,00 
 

Rp49.815.459.720,00  

 
Rp91.540.065.592,00  

 
Rp15.916.919.003,00  

Rp911.666.500,00 

Rp231.754.476.088,00 

3. Belanja Tak Terduga 
4. Belanja Transfer 

Rp104.335.623,00 
Rp473.836.895.974,00 

         Jumlah Belanja Rp3.041.911.820.295,00 
         Surplus/ (Defisit) Rp127.736.639.397,79 

c.  Pembiayaan 
1. Penerimaan  

2. Pengeluaran  

Rp12.040.634.829,92         

Rp5.931.876.744,00 

Pembiayaan Neto Rp6.108.758.085,92 

Selisih Lebih   
Perhitungan Anggaran 

    Rp133.845.397.483,71
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Pasal  2 
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I, yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 
ini. 

 
Pasal 3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam 
penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 4 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Majalengka. 

 
Ditetapkan di Majalengka                                               

pada tanggal 24 September 2026 
                                                                             

BUPATI MAJALENGKA, 

 
 ttd 

                                                     

EMAN SUHERMAN 
 

 
Diundangkan di Majalengka 
pada tanggal 24 September 2026 

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA, 

 
ttd 

 

 
AERON RANDI  
BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2026 NOMOR 83 

 
 

 


